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I.
PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua dibuka pukul 11.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.
II.
POKOK-POKOK PEMBICARAAN
1. Pemerintah Kabupaten Yahukimo menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa berencana membentuk 5 (lima) daerah otonom baru yaitu calon Kabupaten Yahukimo Utara, calon Kabupaten Membramo Hulu, calon Kabupaten Yahukimo Timur, calon Kabupaten Yahukimo Barat Daya dan calon Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Seir. Latar belakang pembentukan kelima calon DOB ini karena beberapa faktor seperti:

      

a. Tingginya tingkat ketergantungan daerah kepada Pemerintah

b. Daerah cenderung menggantungkan nasibnya dari belas kasihan pemerintah

c. Daerah hanya alat untuk mempertahankan status quo pemerintah

d. Rakyat miskin diatas kekayaan alamnya sendiri 

e. Kesenjangan antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia, maupun antar daerah jawa dan sekitarnya.

f. Yahukimo merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia mengingat kondisi geografis wilayah kabupaten dengan topografi yang ekstrim yaitu bergunung-gunung dengan tebing batu yang terjal.

g. Tidak berimbangnya luas wilayah 17.152 Km2 atau sekitar 12,58% dari luas wilayah Provinsi Papua, mengakibatkan luasnya rentang kendali yang bermuara pada terhambatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

h. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah yang dimiliki bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Kondisi tersebutlah yang menjadi motor penggerak bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk membentuk lima daerah otonom baru yang didasarkan atas aspirasi masyarakat, DPRD Kabupaten Yahukimo, dan DPRD Papua serta DPRP Papua dan adanya peluang RPJMN 2010-2014 yaitu salah satu dari 11 prioritas pembangunan nasional adalah penangan / percepatan terhadap daerah tertinggal.

3. Pemerintahan Yahukimo terdiri dari 51 distrik 517 kampung dan 1 kelurahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembentukan 51 Distrik, 517 kampung dan 1 kelurahan. Jumlah penduduk untuk Yahukimo Utara adalah 66,317 dengan kepadatan 12.94, untuk Membramo Hulu sebesar 39,174 dengan kepadatan 13.78, untuk Yahukimo Timur sebesar 51,433 dengan kepadatan 14,88, Yahukimo Barat Daya sebesar 49,577 dengan kepadatan 11.29 dan untuk Yahukimo Barat Pegunungan Seir sebesar 46,140 dengan kepadatan 15.85. Dan untuk jumlah penduduk kabupaten Yahukimo setelah dimekarkan sebesar 90,847 dengan kepadatan 13.32. dan sebelum dimekarkan berjumlah penduduk 348.683 dengan kepadatan 13.06.

4. Daerah Yahukimo selama ini dapat memproduksi perikanan darat sebesar 571,93 ton (total dari kelima calon kabupaten tersebut) dan untuk produksi sayuran dengan total 700,10 ton. Kemudian untuk perkebunan kopi dengan total 2.172,00, kelapa dengan 732,00. Kemudian untuk kayu dan hasil hutan pada tahun 2003 dengan total 716,87 (dalam M3). Kemudian untuk potensi pertambangan seperti batu bara terdapat di Suru-suru, obio Yahukimo Barat Daya), kemudian minyak, gas bumi dan emas serta tembaga berada di Seredala Yahukimo Timur. Selain itu potensi minyak dan gas bimi juga dimiliki oleh Yahukimo Barat dan Yahukimo Utara kemudian untjuk uranium dapat ditemukan di Nalca wilayah Membramo Hulu.
III.
KESIMPULAN/PENUTUP
Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi atas paparan dan masukan/aspirasi yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo terkait dengan 5 (lima) Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : Kabupaten Yahukimo Utara, Kabupaten Membramo Hulu, Kabupaten Yahukimo Timur, Kabupaten Yahukimo Barat Daya dan Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Seir di Provinsi Papua. Komisi II DPR RI menyampaikan Terkait dengan Usulan Pembentukan Calon Kabupaten Ketengban di Provinsi Papua akan mempelajari usulan tersebut serta perlu sikap kehati-hatian dan selektif yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007).
Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa daerah-daerah yang terbelakang dan tersulit memang perlu dimekarkan karena dengan dimerkarkan diharapkan dapat menumbuhkan kemajuan yang baru bagi daerah tersebut. Namun demikian untuk menuju pembentukan daerah otonom baru kiranya banyak yang harus dipikirkan seperti kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan serta pertimbangan terhadap keamanan negara dan upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.
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